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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun hasil penelitian yaitu dapat menarik kesimpulan: 

1. Strategi pemerintah Desa dalam pelayanan BLT menggunakan beberapa 

tahap-tahap strategi, mengenai strategi pemdes untuk memberikan 

pelayanan BLT pada pandemic Covid 19 sudah berjalan maksimal dilihat 

dari cara pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan terkait masalah 

BLT sehingga tingkat kepuasaan masyarakat dalam pelayanan sudah 

sesuai dengan keinginan dan masyarakat telah mematuhi aturan-aturan 

yang di tetapkan pada saat pembagian BLT. 

2. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan BLT kepada 

masyarakat yaitu minimnya anggaran BLT sehingga masyarakat yang 

mendapatkan BLT hanya sebagian orang saja   
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5.2 Saran 

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: 

1. Bagi pemerintah Desa O’o setidaknya harus meningkatkan lagi dalam 

memberikan pelayanan agar kedepannya masyarakat Desa O’o benar-benar 

puas terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah Desa sehingga 

kedapannya tidak ada kendala yang akan di hadapi.  

2. Bagi pemerintah Desa hendaknya sebelum Dana Bantuan dikeluarkan 

seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu maksud dan tujuan BLT, 

sehingga tidak ada kesalah pahaman yang terjadi antara pihak Pemerintah 

Desa dengan masyarakat dan juga mempermudah pemerintah Desa untuk 

memilih masyarakat yang menerima BLT. 
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